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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi
Kata implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan.
Sedangkan pengertian umum yang dimaksud implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Pengertian Implementasi menurut Wahab ( 2006 : 64 ) adalah konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk menyelasaikan sesuatu), dan to give pratical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
Pengertian Implementasi dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahya Anggara ( 2014 : 232 ) berpendapat bahwa “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” .
Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu,pejabat,kelompok badan pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. George C Edwards III dalam Sahya Anggara ( 2014: 249 ) Implemtasi diartikan sebagai “tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output,outcome)”. 
Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat-akibat terhadap sesuatu. Sesutu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peaturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat atau lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan., Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam Widodo (2010:87) mengatakan bahwa : 
“Implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat”.
Sedangkan menurut Bardach yang dikutip oleh Leo Agutino (2014:138) berpendapat bahwa : 
“Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengerannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.
Menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012 : 148 ) berpendapat bahwa : “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata”. 
Jadi, Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.2. Kebijakan
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. 
Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintah, partai politik, kelompok dan lain-lain. Pengertian kebijakan seperti ini data kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.
Menurut Friedrich dalam leo Agustino (2019:16) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah :
“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”
Pendapat ini menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian pennting dari definisi kebijakan, bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Menurut Anderson dalam Leo Agustino (2019:17) menyatakan bahwa :
“Kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
	Menurut Richard Rose dalam Samodra Wibawa (2010:2) menyatakan bahwa :
“Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak behubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri”.
	Menurut Thomas R. Dye dalam Samodra Wibawa (2010:2) menyatakan bahwa : 
“Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.
	Menurut James E. Anderson dalam Samodra Wibawa (2010:2) menyatakan bahwa :
“kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah”.
Menurut Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2014:8) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik:
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaanya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Menurut William I. Jenkins dalam Leo Agustino (2019:17) mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah “seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan tersebut pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan aktor tersebut dicapai”. 
Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa kebijakan publik sebagai sebuah proses dan serangkaian keputusan yang saling berhubungan. 
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para tokoh tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil dalam rangka menghilangkan segala macam hambatan yang diambil suatu organisasi agar tujuan suatu organisasi tercapai. 

2.3. Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:128) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai :
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan ”.
Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam kesuluruhan sturktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji dalam Leo Agustino (2014:140) dengan mengatakan bahwa :
“Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”

2.4.  Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi  
Kebijakan 
Menurut Edward III dalam Dedy Mulyadi (2016:58) Implementasi kebijakan publik dilihat dari beberapa pendekatan atau perspektif. Salah satunya ialah Implementation Problems Approach yang diperkenalkan oleh Edwards III. Edward III merumuskan empat variabel faktor yang merupakan syarat utama berhasilan proses Implementasi yakni :

1. Komunikasi 
Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan.
2. Sumberdaya 
Meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), Informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, Kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana
Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.
4. Struktur Organisasi
Termasuk tata aliran kerja birokrasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.5. Model-Model Implementasi Kebijakan 
2.5.1. Model Donald Van Metter & Carl Van Horn 
Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2019:133) model pendekatan top-down disebut dengan istilah A Model Of The Policy Implementation. Model ini mengandaikan bahwa Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. 
Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijkan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 
2. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil. Maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula dengan hal nya sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dan berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.
3. Karaktersitik Agen Pelaksana.
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik, hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yag tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaanya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Hal terakhir yang pelu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik  dalam perspektif yang ditawrkan oleh Van Metter&Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
2.5.2 Model George C Edwards III
Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang ditereoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. 
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III, adalah komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterakan dalam masyarakat.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat mengahasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasian implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Geroge C Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:
a. Staf; sumber daya utama dalam implemtasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh keran staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tdak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindaka. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang di tetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses impelementasi kebijakan.
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupaka faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edwards III, adalah disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan sauatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi  bias.
Variabel keempat, menurut Gerorge C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam strktur birokrasi. 
Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kea rah yang lebih baik adalah:
a. Membuat Standar Operating Procedurs (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksana kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas, atau program pada beberapa untit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.6.  Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2.6.1. Konsep Indonesia Pintar (KIP) 
Pintar adalah mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pandai, cerdas, dan cepat dalam memahami sesuatu. Ketika seseorang dilabelkan sebagai orang pintar, itu menandakan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang mudah memahami segala sesuatu dan memiliki pengetahuan yang luas. 
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-12 tahun) yang berasal dari kelurga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Selanjutnya, KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekelohkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapatkan KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara regular yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu diseluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang yang belum terdaftar disekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.
Dana KIP dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiyayaan keperluan siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima KIP, antara lain digunakan untuk : (1) membeli buku dan alat tulis (2) membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (3) membiayai transportasi (4) uang saku peserta didik (5) biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal (6) biaya praktik tambahan dan biaya magang.
Jangka waktu pencairan dana KIP aktivasi 2 bulan untuk Pencairan sendiri bisa kapan saja.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal (2) ayat (1) menyatakan : “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana strategis satuan pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja tahunan sekolah.
Secara umum tujuan pemberian KIP adalah mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar. Secara khusus program KIP bertujuan :
1. Membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah agar kembali melanjtkan pendidikannya.
3. Meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Dasar hukum pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP-SD) didasari pada pedoman perundang-undangan yang berlaku,adalah sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2020 Satker 690339 (Pusat Layanan Pembiyaan Pendidikan).

2.6.2. Sasaran dan Satuan Biaya
Sasaran program KIP adalah siswa miskin/rentan miskin/kurang mampu yang masih berstatus sebagai SD,SMP,SMA serta memenuhi dari kriteria sebagai berikut :
1. Siswa yang orang tuanya menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Harapan (PKH);
3. Peserta didik yan terkena bencana alam;
4. Yatim dan/ atau piatu;
5. Pertimbangan lain ( missal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin atau indikator lainnya )
6. Peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
Kepada setiap siswa yang menerima KIP dan siswa yang berhak sesuai kriteria yang telah ditetakan sebagai penerima dana program KIP, berhak menerima bantuan sebesar : 
1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp.700.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTS/Paket B mendapatkan Rp.750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp.1.000.000,-/tahun. 
2.6.3. Mekanisme Pemberian Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
A. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), di mana diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin jika rumah tangga tersebut memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa kartu tersebut ke sekolah agar dapat di calonkan sebagai penerima manfaat program KIP. 
B. Anak-anak yang menerima KKS/PKH atau Kartu Miskin kemudian membawa kartu tersebut kesekolah dimana anak diterima untuk di serahkan ke Kepala / Operator Sekolah.
C.  Anak-anak yang menerima dana KIP harus diusulkan lewat dapodik syarat diusulkannya harus meminta surat pengantar dari Puskesos di desa terlebih dahulu kemudian surat di kasihkan ke OPS sekolah buat diusulkan penerima KIP di Dapodik.
2.6.4. Mekanisme Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Proses penyaluran melalui bank yaitu bank BRI sebagai Berikut :
1. Penerima PIP tahap 14 dan 17 merupakan hasil pemadanan antara peserta didik pada Dapodik dengan tata terpadu kesejahteraan sosial (DKTS) serta telah memiliki rekening simple aktif.
2. Surat keputusan (SK) penerima PIP tahap 14 dan 17 tahun 2022 dan data penerima PIP dapat diunduh melalui laman.
3. Bank Penyalur dana PIP tahun 2022 untuk jenjang SD adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
4. Penarikan dana PIP selama masa pandemic Covid-19 yang semula dikuasakan dan dilakukan secara Kolektif dinyatakan tidak berlaku.
5. Proses penarikan dana bansos PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik/orang tua/wali penerima PIP mulai tanggal 4 april 2022
6. koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan agar menginstrusikan kepada kepala sekolah untuk meneruskan informasi kepada peserta didik/orang tua/wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan.
7. Selama masa pandemi Covid-19 peserta didik/orang tua/wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemic yang diberlakukan di wilayah masing-masing.
8. Sekolah dilarang membagi Dana yang diterima kepada siswa lain yang tidak ada dalam daftar penerima bantuan.
2.6.5. Pembatalan Penerima Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar
1. meninggal dunia 
2. putus sekolah / tidak melanjutkan pendidikan
3. tidak diketahui keberadaanya
5. tidak lagi memenuhi prioritas sasaran sebagai penerima 		program Indonesia pintar dikdasmen
6. tercatat sebagai data ganda penerima PIP.
2.7. Proses/Tahapan Implementasi Kebijakan publik (William N.Dun)
1. Penyusunan Agenda : dalam penyusunan agenda ini membahas masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani.
2. Formulasi Kebijakan : masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan.
3. Adopsi Kebijakan : dari banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor (misal mayoritas legislatif) atau consensus antaraaktor.
4. Implementasi Kebijakan : implementasi kebijakan ini memperoleh atau tidak memperoleh dukungan dari para pelaksana.
5. Evaluasi Kebijakan : kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai untuk melihat sejauhmana atau tingkat keberhasilan kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah untuk meraih dampak yang diinginkan.
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